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ABSTRAK 

 Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya masih berorientasi pada 

pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara 

kepentingan korban belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang proporsional. 

Dalam perkembangannya, muncul pendekatan restorative justice sebagai alternatif 

penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban 

dan harmonisasi hubungan sosial. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025, pengaturan restorative justice belum diakomodasi secara eksplisit 

dalam hukum acara pidana, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral 

seperti peraturan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kondisi tersebut 

menimbulkan persoalan terkait legitimasi yuridis, kepastian hukum, serta 

penerapan asas ne bis in idem. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana melalui 

restorative justice sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025, serta bagaimana implikasi hukum dari penyelesaian perkara melalui 

mekanisme tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, 

seperti peraturan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta ketentuan dalam 

KUHP dan KUHAP, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, doktrin, 

dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan metode deduktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam 

penerapannya terhadap permasalahan yang dikaji . 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi pada setiap 

tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga 

pengadilan. Namun demikian, masih terdapat disharmoni norma, khususnya terkait 

syarat penerapan antara lembaga penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Selain itu, penyelesaian perkara melalui restorative justice 

tidak menghasilkan putusan pemidanaan, sehingga tidak menimbulkan status 

sebagai terpidana maupun residivis dalam arti hukum pidana formal. Penguatan 

melalui mekanisme penetapan pengadilan dalam KUHAP terbaru memberikan 

legitimasi yuridis terhadap kaitan dengan asas ne bis in idem, tetapi belum 

sepenuhnya memenuhi unsur residivisme karena tidak berbentuk pemidanaan 

pokok. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar dilakukan 

harmonisasi pengaturan restorative justice antar lembaga penegak hukum guna 

menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapannya. Selain itu, diperlukan 

pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan hukum hasil penyelesaian 

restorative justice, khususnya terkait kekuatan hukum penetapan pengadilan dan 

kaitannya dengan asas ne bis in idem. Aparat penegak hukum juga perlu 

menerapkan restorative justice secara selektif dan proporsional agar tidak 

disalahgunakan, serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan, 

keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana
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